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	B.  Sanksi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan PPAT Dikaitkan Dengan Tempat Kedudukan Dan Wilayah Jabatan PPAT
	1. Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT;
	2. Dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap...
	PPAT diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
	a. Sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat;
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	f. Berada di bawah pengampuan; dan/atau
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	Sanksi terhadap PPAT menunjukkan PPAT bukan sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. PPAT dapat dijatuhi sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi etik. Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hu...
	1. Sebagai alat kekuasaan;
	2. Bersifat hukum publik;
	3. Digunakan oleh penguasa;
	4. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.
	Kesalahan administrasi atau biasa disebut dengan mal administrasi yang dilakukan oleh PPAT dalam melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum, yakni PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban.
	Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya yaitu Teori Fautes personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tin...
	Menurut teori ini tanggungjawab dibebankan kepada jabatan yang dalam penerapannya kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, di mana berat dan ringannya suatu kesalaha...
	Bila dikorelasikan dengan teori fautes personalles bahwa PPAT bertanggungjawab atas pembuatan akta yang mengandung cacat hukum. Terhadap PPAT yang membuat akta yang mengandung kecacatan hukum dapat dikategorikan sebagai penyalahan wewenang, mengingat ...
	Sanksi selalu ada pada aturan-aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum yang memaksa. Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidakaturan yang sebenernya tidak ...
	Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu Tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangku...
	Sanksi yang ditujukan terhadap PPAT juga sebagai penyadaran, bahwa PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya telah melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan PPAT.
	Untuk mengembalikan Tindakan PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan Undang-Undang Jabatan PPAT, di samping dengan pemberian sanksi terhadap PPAT untuk melindungi masyarakat dari Tindakan PPAT yang dapat merugikan masyarakat.
	Lingkup lapangan hukum keperdataan, sanksi merupakan bentuk pertanggungjawaban PPAT. Sanksi merupakan Tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang, sanksi yang ditujukan kepada PPAT merupakan sebagai pe...
	Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi pada hakikatnya mwerupakan instrument yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajian-kewajiban atau larangan-larangan...
	Pemberian sanksi yang dikenakan terhadap PPAT tercantum dalam Tanah Pasal 6 Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta berupa:
	1. Teguran tertulis yang dilakukan oleh kantor Pertanahan;
	2. Peringatan;
	3. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan IPPAT yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN;
	4. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan IPPAT; dan
	5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT yang dilakukan oleh Menteri.
	Menilik pada kronologi kasus dalam Putusan Nomor 297 K/PDT/2017 yang mana diketahui PPAT melakukan pembuatan SKMHT di luar wilayah jabatannya.  Memperhatikan jenis pelanggaran sebagaimana termaktub dalam Lampiran II Peraturan Menteri Agraria Dan Tata ...
	1. pemekaran kabupaten/kota;
	2. pemekaran provinsi, atau;
	3. membuat akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, atau akta pembagian bersama mengenai beberapa hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak dalam wilayah kerjanya.
	Maka, PPAT tersebut akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri, sesuai dengan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai sanksi PPAT melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban se...
	Majelis Pembina dan pengawas PPAT sebagai majelis perpanjangan tangan dari Menteri, diberikan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Majelis Pembina dan pengawas PPAT yang selanjutnya disebut MPPP dapat melakukan pengawasan d...
	Mekanisme penjatuhan sanksi administratif dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Langkah-langkah preventif yang dilakukan dengan adanya pemeriksaan secara berkala satu kali dalam setahun a...
	Pemberian sanksi dari pelanggaran kode etik dan pelanggaran jabatan PPAT sebagai wujud dari penegakan hukum bila dibandingkan lebih berat sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran jabatan PPAT. Sanksi maksimal yang dikenakan kepada pelanggaran PPAT yan...
	Sedangkan sanksi dari pelanggaran jabatan yang paling maksimal yang dapat diberikan kepada PPAT adalah pemberhentian secara tidak hormat berarti PPAT tersebut sudah tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas dan jabatannya terutama dalam pembuat...
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